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Abstrak
 

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-

XVII/2019 yang dibelakangi oleh adanya permohonan uji materil atas ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3)

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengatur mengenai kekuatan

eksekutorial atas Sertifikat Jaminan Fidusia serta hak parate eksekusi yang dimiliki Penerima Fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 telah mengabulkan permohonan uji materil untuk

sebagian dan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) tidak mengikat apabila tidak ada

kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek

jaminan Fidusia sehingga eksekusi harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta cidera janji (wanprestasi) tidak ditentukan secara

sepihak oleh kreditur namun harus berdasarkan kesepakatan debitur dan kreditur atau adanya upaya hukum

yang menentukan telah terjadi cidera janji (wanprestasi). Penelitian ini akan berfokus kepada pengaturan

mengenai pelaksanaan hak parate eksekusi yang melekat dalam setiap bentuk jaminan kebendaan dan

implikasi/dampak dari terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap

pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia. Untuk dapat menjelaskan permasalahan pokok dari penelitian ini

maka dipergunakan metode penelitian yuridis normatif, yang menekankan kepada penggunaan norma-norma

hukum secara tertulis yaitu norma peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus

(case approach) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Berdasarkan analisis

diketahui bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 telah menimbulkan beberapa

dampak seperti hilangnya hak khusus yang dimiliki jaminan Fidusia, hilangnya kepercayaan kreditur untuk

menyalurkan kredit, adanya potensi biaya eksekusi yang besar, timbulnya kemungkinan adanya itikad tidak

baik dari debitur, Pengadilan Negeri akan terbebani dengan banyaknya permohonan gugatan wanprestasi

yang diajukan, dan menjadi tidak berlakunya Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011

tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

......In this research, the author will discuss the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 based

on the request for a judicial review of the provision of Article 15 paragraph (2) and (3) of Law No. 42 of

1999 on Fiduciary Guaranty, which regulates the executorial power of the Fiduciary Guaranty Certificate

and parate execution right owned by the Fiduciary Recipient. Constitutional Court Decision No. 18/PUU-

XVII/2019 has granted a partial judicial review request and stated that the provision of Article 15 paragraph

(2) and (3) are not binding if there is no agreement on breach of contract (default) and the debtor refuse to

voluntary hand over the object of Fiduciary Guaranty, therefore the execution shall be carried out and apply

the same as the execution of court decision which already obtain a permanent legal force, and also a breach
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of contract (default) shall not be determined unilaterally by the creditor but must be based on the agreement

of the debtor ad creditor or there is a legal remedy which determines that there has been a breach of contract

(default). This study will focus on the regulation regarding the implementation of the parate execution rights

in every form of secured transaction and the implications/impacts of the issuance of the Constitutional Court

Decision No. 18/PUU-XVII/2019 on the execution of Fiduciary Guaranty. To be able to explain the main

problems of this research, a normative judicial research method is used, which emphasizes the use of written

legal norms, namely the statute approach and the case approach based on Constitutional Court Decision No.

18/PUU-XVII/2019. Based on the analysis, it is known that the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-

XVII/2019 has caused several impacts such as the loss of special rights held by Fiduciary Guaranty, namely

the loss of creditor trust to give credits, the potential for large execution costs, the possibility of bad faith

from the debtor, the District Court will be burdened with many lawsuit filled for default, and the Regulation

of the Chief of Police of the Republic of Indonesia No. 8 of 2011 on the Safeguarding of the Execution of

Fiduciary Guarantee.


